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Penulis, Pembimbing,
Elsy Helmi Ibrahim, SH.,M.Hum
ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan adalah :
1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pekerja pada PT. United Dikositas
di Palembang menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?
2. Apakah hak dan kewajiban bagi pekerja pada PT. United Dikositas di
Palembang tersebut sudah terpenuhi menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan ?

Selaras dengan ruang lingkup dan tujuan akhir yang hendak dicapai, maka
pembahasan terhadap permasalahan di atas merupakan penelitian hukum
sosiologis vang bersifat deskriptif dengan bermaksud untuk tidak menguji suatu
hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui cara sebagai berikut
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan cara mengkaji peraturan

perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, juga pendapat para ahli serta

bahan-bahan bacaan sebagai acuan pengumpulan data.

Penelitian Lapangan (Field Research)

Untuk mendapatkan data primer dengan cara melakukan wawancara kepada

Narasumber pada PT. United Dikositas di Palembang dan pihak-pihak yang

terkait didalamnya.

Teknik pengelolahan data dilakukan dengan menerapkan analisis isi
terhadap data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder secara
sistematis sehingga mencerminkan sesuatu pembahasan dan selanjutnya
dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan uraian dalam pembahasan yang telah dilakukan terhadap
permasalahan yang ada, maka hasil penelitian in1 dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja pada PT. United Dikositas di
Palembang meliputi perlindungan kesehatan, perlindungan keselamatan dan
keamanan, dan perlindungan kenyamanan kesejahteraan.

2. Hak dan kewajiban pekerja pada PT. United Dikositas di Palembang, antara
lain sebagai berikut :

a. Hak atas upah yang adil;

b. Hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan:

b2



Hak untuk diperlakukan secara umum;,
Hak untuk diperlakukan secara sama;
e. Hak atas rahasia pribadi.

£ 16

Adapun kewajiban pekerja pada PT. United Dikositas di Palembang antara

lain :
a. Kewajiban ketaatan;
b. Kewajiban berperilaku jujur;
c. Kewajiban berperilaku sopan:
d. Kewajiban memegang teguh rahasia perusahaan;
e. Kewajiban menjaga kebersihan, Kkeindahan dan Keamanan serta

kenyamanan lingkungan kerja.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bekerja adalah aktivitas dasar yang menyangkut kebutuhan dasar manusia
untuk mendapatkan nafkah kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Kebutuhan itu
bisa bermacam-macam, berkembang dan berubah. Seseorang bekerja karena ada
sesuatu yang hendak dicapainya, dan orang berharap bahwa aktivitas kerja yang
dilakukannya akan membawanya kepada suatu keadaan yang lebih memuaskan

daripada keadaan sebelumnya.

Pengertian pekerja berdasarkan ketentuan Pasa! 1 angka 3 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja
dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, sedangkan pengertian
tenaga keria berdasarkan keientuan Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003
adalah setiap orang yang mampu melakukan pékerjaan guna menghasiikan barang

dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Dari pengertian tersebut, dapat dilihat beberapa unsur yang melekat pada

istilah pekerja/buruh, yaitu sebagai berikut :

1. Setiap orang yang bekerja (¢ngkatan kerja maupun bukan angkatan kerja

tetapi harus bekerja);



2. Menerima upah atau imbalan sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerjaan

tersebut."

Kenyataan bahwa keinginan untuk mempertahankan hidup merupakain
salah satu sebab terkuat yang dapat menjelaskan mengapa seseorang bekerja.
Melalui bekerja kita memperoleh uang dan uang tersebut dapat dipakai untuk
memuaskan semua macam kebutuhan. Kebutuhan itu baik kebutuhan fisiologis
dasar, seperti; makan, minum tempat tinggal, pakaian dan sejenisnya, maupun
kebutuhan-kebutuhan sosial, kebutuhan yang timbul dalam hubungan atau

interaksi seseorang dengan lingkungan, scperti pergaulan hidup.

Mengingat pekerja harus diperhatikan, oleh karena itu diperlukan usaha-
usaha untuk membina, mengarahkan serta perlindungan bagi pekerja untuk
menciptakan kesejahteraan yang berkaitan dengan yang dilakukannya. Dengan ini
diharapkan para pekerja inrendapatkan kesempatan untuk melaksanakan berbagai
tugas dan kewajiban sosialnya, dapat mengembangkan potensi dirinya, sehingga
dapat meningkatkan kuvalitas hidup dan karer:anya dapat hidup layzk.

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar
yang melekat dan dilindungi oleh koinstiiusi sebagaimana yang ielah di ainanatkan
dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyaiakan: “Tiap-tiap warga Negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan Pasal

33 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perckonomian disusun schagai usaha

" Agusmidah, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, him.



bersama atas kekeluargaan”. Pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi

konstitusi inerupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak
dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas
dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan
tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan
pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi
pekerja UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksana
dari perundang-undangan di bidang Ketenagakeriaan.

Perlindungan hukum yang dimaksud di sini adalah perlindungan terhadap
kesenatan, kesejahteraan, keamanan, dan sejenisnya, maka para pekerja yang
bekeria pada perusahaan tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Apabiia diteliti secara seksama, kasus-kasus pelanggaran hak pekerja
imasih cukup tinggi, contohnya :

I.  Kasus pelanggaran keselamatan kerja, yaiiu meninggalnya 11 orang pekerja
Freeport karena tertimbun reruntuhan terowongan;

2. Kasus 1621 orang pekerja pencatat meter listrik PT. Perusahaan Listrik
MNegara (PLN) Persero Disjayav dan Tangerang yang di putus hubungan kerja
(PHK) secara sepihak oleh perusahaan;

3. Kasus pemotongan gaji karyawan secara tidak sah yang dialami olek Hendra,
karyawan yang bckeija di perusahaan industri manufacture yang sudah

bekerja selama enam tahun. Gaji dipotong sebesar 30% dengan sepihak dan



tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Bahkan, sampai sekarang belum ada

kejelasan mengenai pemotongan gaji tersebut.”)

Berdasarkan uraian sebeluranya, maka penuiis lebih menitik beratkan
tentang bentuk perlindungan hukum dan hak serta kewajiban pekerja, karena itu
penulis tertarik untuk menulis skripsi iri dengan judul : “PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI PEKERJA PADA PT. UNITED DIKOSITAS DI
PALEMBANG DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13

TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN".

B. Permasalahan
Adapun masalah pokok skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pekerja pada PT. United Dikositas
di Palembang menurut UU No. i3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?
2. Apakah hak dan kewajiban bagi pekerja pada PT. United Dikositas di

Palembang tersebut sudah terpenuni menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan ?
C. Ruang LingKkup dan Tujuaa

Ruang lingkup terhadap permasalahan tersebut menyangkut tentang
perlindungan hukum bagi tenaga kerja dan hak serta kewajiban bagi pekerja pada
PT. United Dikositas di Palembang dalam tinjauan UU No. 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan. Untuk itu penulis akan berpedoman pada pokok

? Diakses dari http://www.hikma-sid.blogspot.com/contoh-kasus-hak-pekerja-contoh-
kasus.html, pada tanggal 19 April 2015 pukul 10.47.




permasalahan yang tercermin dari cakupan masalah-masalah lain yang ada

kaitaninya dengan pokok permasalahan.
Tujuan penelitian ini ada dua, yaitu :

Mengetakui perlindungan hukum bagi pekerja pada PT. United Dikositas di

Palembang menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Mengetahui apakah hak dan kewajiban pekerja pada PT. United Dikositas

sudah terpenuhi atau belum menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan.
D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Selaras dengan ruang lingkup dan tujuan akhir yang hendak dicapai, maka
pembabasan terhadap permasalahan di atas merupakan penelitian hukum
sosiologis yang bersifat deskriptif dengan bermaksud nntuk menjelashan
perlindungan hukum bagi pekerja dan hak serta kewajiban bagi pekerja pada PT.
United Dikositas di Palembanrg dalam tinjauan UU No. 13 Tahkun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
2. Teknik Penelitian
a. Wawancara (interview) yaitu cara mempercleh data atau keterangan meialui
wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek nenelitian. Calam
nal ini penyusun mengadakan wawancara langsung dengan Regional

Manager dan para pihak-pihak yang terkait lainnya.



b. Dokumentasi yaitu cara memperoleh data-data dengan menelusuri serta
mempelajari  buku-buku, peraturan perundang-uindangan maupun basil
penelitian yang memiliki kesesuaian dengan masalah yang diteliti.

3. Pendekatan

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan sebagai
berikut :

a. Yuridis, yaitu cara pendekatan tcrhadap masalah yang diteliti berdasarkan tata
aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang terlihat dengan

perinasalahan dengan menggunakan data-data sekunder dalam bentuk bahan

literatur, bahan hukum sekunder dan tersier.

b. Scsiologis (empiris) yaitu suatu pendekatan terhadap masalah dalam kegiatan
lapangan dengan melalui data primer.

4, Analisis Data

Teknis analisis data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi

(contentanalysis) terhadap data tekstual dan data iapangan, untuk selanjutnya
dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam empat bab dengan

sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang perlindungan hukum terhadap pekerja di PT.

United Dikositas di Palembang dalam tinjauan UU No. 13 Tahun 2013



tentang Ketenagakerjaan. Selain itu juga berisi perumusan masalah,

tinjauan dan manfaat penelitian. metode penelitian dan sistematika

penulisan skripsi.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini diuraikan tentang :

A. Pengertian Huxum Ketenagakerjaan;
3. Hubungan Kerja
C. Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan

D. Bentuk Periindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Jika Terjadi

Kecelakaan

E. Jaminan Sosial Tenaga Kerja

BAB IIl : PEMBAHASAN
Dalam bab ini diuraikan tentang perlindungan hukum serta hak dan
kewajiban bagi pekerja di PT. Urited Dikositas di Palembang dalam

tinjauan UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

BAB 1V : PENUTUP

Dalain bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab
sebelumnva dan berisi saran-saran vang diharapkan dapat menjadi

masukan yang berguna dan bermanfaat bagi PT. United Dikositas di

Palembang.



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A Pengertian Hukum Kelenagakerjaan

Hukum Ketenagakerjaan dahulu disebut dengan hukum perburuhan.
Pemakaian istilah tenaga kerja, pekerja dan buruh harus dibedakan. Pengertian
bih luas dari pekerja/buruh, karena meliputi pegawai negeri,
pekerja formal, pekerja informal dan yang belum bekerja atau pengangguran.

Dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
istilah tenaga kerja mengandung pengertian yang bersifat umum, yaitu setiap
orang vang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau

jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Istilah

pekerja dalam prekiik scring dipakai uniuk menunjuxan status hubungan Kerja
seperti pekerja kontrak, pekerja tetap dan sebagainya.

Kata pekerja memiliki pengertiain yang luas, yakni setiap orang vang
melakukan pekeijaan baik dalam hubungan kerja maupun swapckerja. Istilah
pekerja biasa juga diidentikan dengan karyawan, vyaitu pekerja nonfisik, sifai

pekerjaannya Lalus atau tidak kotor, sedangkan istilah buruh sering dtidentikan

dengan pekerjaan kasar, pendidikan minim dan penghasilan yang rendakh

Konsep pekerja'buiuh adalah definisi sebagaimana tertuang dalam
ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang

menyatakan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan

mienerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

[ee]



Dari pengertian di atas, konsep pekerja/buruh adalah setiap pekerja atau
setiap buruh yang terikat dalam hubungan kerja dengan orang lain atau
majikannya, jadi pekerja/buruh adalah mereka yang telah memiliki status sebagai
pekerja, status yang diperoleh setelah adanya hubungan kerja dengan orang lain.

Hukum ketenagakerjaarn adalah hukum yang mengatur tentang tenaga
kerja. Hukum ketenagakerjaan semula dikenal dengan istilah perburuhan. Setelah
kemerdekaan ketenagakerjaan di Indonesia diatur dengan ketentuan UU No. 14
Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Tenaga Kerja. Pada tahun 1997, UU
ini diganti dengan UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Keberadaan
UU No. 25 Tahun 1997 ternyata menimbulkan banyak protes di masyarakat. Hal
ini dikaitkan dengan masalah menara jamsostek yang dibangun berdasarkan
dugaan kolusi penyimpangan dana jamsostek.

Keberadaan UU No. 25 Tahun 1997 mengaiami penangguhan dan yang
terakhir diganti olch UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Tahur 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Megara Tahun 2003 No. 4279
yang selanjutnya disingkat dengan UU No. 13 Tahun 2003).

Apabila ditelaah dari pengeriian istilah, hukum ketenagakerjaan terdiri
dari dua kata, yaitu hukum dan ketenagakerjaan. Hukum dan keienagakerjaan
merupakan dua konsep hukum. Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita
mempelajari hukum. Konsep hukumn pada dasarnya adalah batasan tentang suatu
istilah tertentu. Tiap istilah diteiapkan arti dan batasan maknanya sejelas mungkin
yang dirumuskan dalam suatu definisi. Istilah dan arti tersebut diupayakan agar

digunakan secara konsisten. Konsep yuridis (legal concept) yaitu konsep
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konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum
atau sistem aturan hukum.

Hukum dapat diartikan sebagai norma hukum, yakni norma yang dibuat
oleh pemegang kekuasaan yang berwenang. Norma hukum dapat berbentuk
norma hukum tertulis maupun norma hukum yang tidak tertulis.

Menurut Profesor Mochtar Kusumaatmadja, fungsi hukum itu adalah
sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dalam rangka pembangunan, yang
dimaksud dengan rangka pembaharuan itu adalah sebagai penyalur arah kegiatan
manusia ke arah yang diharapkan oleh pembangunan.

Sebagaimana halnya dengan huvkum iain, hukum ketenagakerjaan
meinpunyai fungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang menyalurkan
arah kegiatan manusia kearah yang sesuai dergan apa yang dikehendaki oleh
pembangunan ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai salah satu
upaya dalam mewujudkar pembangunan nasional diarahkan untuk mengatur,
membina dan mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja
sehingga dapat terpelihara adanya ketertiban wuntuk inencapai keadilan,
Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan berdasarkan perundang-
undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan itu harus memadai dan sesuai
dengan perkeinbangan pemibangunan yang semakin pesat sehingga dapat,
mengantisipasi tuntutan perencanaan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial
dan peningkatan perlindungen tenaga kerja. Sebagaimana menurut fungsinya
sebagai sarana pembaharuan, hukum ketcnagakerjaan merubah cara berpikir

masyarakat ke arah yang mcdern yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh
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pembangunan sehingga hukum ketenagakerjaan dapat berfungsi sebagai sarana
yang dapat membebaskan tenaga kerja dari perbudakan dan kerja paksa,
membebaskan tenaga kerja dari kehilangan pekerjaan, memberikan kedudukan
hukum yang seimbang dan kedudukan ekonomis yang layak kepada tenaga kerja.

Tujuan dari hukum ketenagakerjaan itu sendiri adalah sebagai berikut :

I. Memberdayakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;

2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja
sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;

3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja;

4. Meningkatkan kesejahtcraan tenaga kerja dan keluarganya.
Adapun sumber hukum ketenagakerjaan antara lain :

1. Peraturan perundang-undangan;

2. Peraturan lainnya yang kedudukannya lebih rendah dari undang-undang,
seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, ataupun
keputusan instansi lainnya;

3. Kebiasaan;

4. Putusan Pengadilan Hubungan Indwustrial;

5. Perjanjian;

6. Traktat.

Hukum ketenagakerjaan dahulu disebut hukum perburuhan yang

merupakan terjemahan dari arbeidsrecht. Terdapat beberapa pendapat atau
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batasan tentang pengertian hukum perburuhan. Molenaar memberikan batasan
pengertian dari arbeidsrecht adalah bagian dari hukum yang berlaku yang ada
pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan
buruh dan antara buruh dengan penguasa.”

Menurut Mr. MG Levenbach, arbeidsrecht sebagai sesuatu yang meliputi

hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, di mana pekerjaan i dilakukan

di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkut

paut dengan hubungan kerja itu.” Imam Soepomo memberikan batasan pengertian
hukum perburuhan adalah suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak
tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang
lain dengan menerima upah.” Menumt Syahrani, hukum perburuhan adalah
keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan perburuhan,
yaitu hubungan antara buruh dan majikan dengan perintah (penguasa). M
Daliyo, hukum perburuhan adalah Limpunan peraturan, baik yang tertulis maupun
yang tidak tertulis yang mengatur hubungan keria antara buruh dan majikan
ngan mendapat upah sebagai balas jasa. Menurut Halim, hukurm perburuhan
adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja yang harus
diindahkan cleh semua pihak, baik pihak buruh/pekerja maupun pihak majikan.
Menurut N.E.H. Van Esveld, hukum perburuhan adalah tidak hanya meliputi
hubungan kerja dengan pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan, tetapi juga
meliputi pekerjaan yang dilakukan oleh swapekerja atas tanggung jawab dan

resiko  sendiri. Menurut  Soeiiko, hukum perburuhan adalah keseluruhan

? Imam Soepomo, 2003, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, him. 1.
* Ibid. him, 2.
%) Ibid. him, 3.
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peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara
pribadi ditempatkan di bawah perintah/pimpinan orang lain dan mengenai
keadaan-keadaan penghidupan yang langsung berkaitan dengan hubungan kerja
tersebut.

Pengertian hukum perburuhan mengandung tiga unsur, yaitu :
a. Adanya peraturan;
b. Bekerja pada orang lain;

c. Upah.

Peraturan mencakup aturan hukum yang tertulis dan hukur yang tidak
tertulis. Hukum yang tertulis meliputi seluruh peraturan perundang-undangan
berdasarkan jenis dan hirearki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam
Pasal 7 UU No. 10 Tezhun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 53, selanjutnya disebut dengan UU
No. 10 Tahun 2004), vaitu :

1.  UUD Negara Republik indonesia Tahun 1945;

2. UU Peraturan Pemerintzh Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;

4. Peraturan Presiden;

5. Peraturan Daerah.

Bekeria pada orang lain dapat diartikan orang tersebut bekerja di luar
hubungan kerja (yang meliputi swapekerja/wiraswastaj dan yang bekerja di dalam
hubungan kerja. Bekerja pada orang lain di dalam hubungan kerja meliputi yang

berkerja kepada negara dan yang bekerja pada orang lain.
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Bekerja kepada negara disebut pegawai negeri atau pegawai pemerintahan,
yang menjalankan tugas negara berdasarkan surat keputusan pengangkatan
pegawai negeri, baik sipil maupun ABRI/TNI, sedangkan yang bekerja kepada
orang lain adalah yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja.

Selanjutnya penerimaan upah bagi buruh merupakan konsekuensi buruh
yang telah menyerahkan tenaganya untuk bekerja. Upah merupakan hak buruh
setelah melakukan pekerjaannya.

Pengertian hukum perburuhan menurut Molenaar, Mr. MG Levenbach,
dan Imam Soepomo adalah hukum yang mengatur hubungan antara buruh dengan
majikan, dengan demikian dapat diartikan bahwa hukum ketenagakerjaan
mencakup bidang hukum kepegawaian (hukum yaing mengatur tentang hubungan
antara dengan pegawai negeri) dan bidang hukum perburuhan (mengatur
hubungan antara burch dengan majikan).

B. Hubnngan Kerja

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 13 Tahun 2003,
hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja beidasarkan
perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Pasal
tersebut menetapkan pentingnya perjanjian kerja sebagai dasar mengikatnya suatu
hubungan kerja, denigan kaia lain, untuk mengatakan ada iidaknya suatu hubungan
kerja, maka ditentukan oleh ada tidaknya perjanjian kerja.

Dalam Pasal 1601 KUHPerdata, perjanjian kerja adalah suatu perjanjian

dimana pihak buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang
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lain, majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima

upah.

Perjanjian kerja yang dibuar tidak boleh bertentangan dengan perjanjian
perburuhan atau kesepakatan kerju bersama (KKB) yang ada, demikian halnya
dengan peraturan perusahaan, tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja
maupun KKB.

Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kerja
harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur daiam Pasal 1320
KUHPerdata. Ketentuan ini dijelaskan oleh Pasal 12 ayat 1 UU No. 25 Tahui
1997 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat
atas dasar :

1. Kemauan bebas kedua belah pihak;

2. Kemauan atau kecakapan kedua belah pihak;

3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;

4. Pekerjaan yang dipeijanjikar tidak boleh berteniangan dengan ketertiban
umum, Kesusilaan, dan ketentuarn peraturan perundaing-undangan yang
berlaku.

Perjanjian kerja berakhir apabila :

a. Pekerja meninggal dunia;

b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

¢. Adanya putusan pengadilaii dan/atau putusan atau penetapan lembaga
penyelesaian persclisihan hubungan industrial yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap;
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d. Adanva keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat
menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

C. Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan

Perlindungan hukum tenaga kerja bertujuan untuk menjamin
berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak
yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan
ketentuan perlindungan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Lingkup perlindungan terhadap pekerja atau buruh menurut UU No. 13
Tahkun 2003 meiiputi :

. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau untuk berunding dengan
pengusaha;

2. Perlindungan keselamatan dan kesehaian kerja;

3. Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak dan
penyandang cacat,

4. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja.

Imam Soepomo membagi perlindiingan pekerja ini menjadi tiga macam,
yaitu sebagi berikut
1. Periindungan ekonomis, yaitu suatu jenis periindungan yang berkaitan

dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja sesuai penghasilan

yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya,
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termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu di
luar kehendaknya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial;
Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha
kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan
mengembangkan prikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan
sebagai anggota masyarakat dan anggota keiuarga, atau yang biasa disebut
kesehatan kerja;

Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan
usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat
ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan
yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan jenis ini disebut
dengan keselamatan kerja.®

Beniuk perlindungan yang diberikan peraerintah adalah dengan membuat

peraturan-peraturan yang imengikat pekerja/burmb dan maiikan, mengadakan

pembinaan, serta melaksanakan proses hubungan industrial. Hubungan industrial

pada dasarinya adaiah proses terbinanya komunikasi, konsuliasi musyawarah serta

berunding dan ditopang oleh kemampuan dam komitmen yang tinggi dari semua

elemen yang ada di dalam peruszhaan.”

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 menyebutkan, perlindungan

terhadap tenaga kerja dimaksudkan uniuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh

dan menjamin kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas

® Imam Soepomo dalam Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,

Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung, 2003, hlm. 61.

' Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Penerbit Sinar Grafika, 2009, him. 23.
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dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya
dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Perlindungan hukuim menurut Philipus sebagaimana dikutip Asii
Wijayanti, yakni : "Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang
selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi.
Dalam hubungan dengan kekuasaaan pemerintah, permasalahan perlindungan
hukum bagi rakyat (yang diperintzh), terhadap pemerintah (yang memerintah).
Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungain hukum
adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekcnomi),
misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.’®

Kedudukan pekerja pada hakikatnva dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu dari
sisi yuridis dan dari sisi sosial ekonomis. Dari sisi sosial ekonomis, pekerja
membutuhkan perlindungan hukum dari negara atas kemungkinan adanya
tindakan sewenang-wenang dari pengusaha.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 UUD 1945, yaitu setiap warga negara
bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Ketentuan ini
dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU Ng. 13 Tahun 2003. Pasal 5,
yaitu setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi
uiituk memperoleh pekerjaan. Pasal 6, yaitu setiap pekerja/buruh berhak
memperoleh periakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

Kedudukan buruh dan majikan aiau antara pengusaha dan pekerja berbeda

dengan kedudukan antara penjual dan pembeli. Antara penjual dengan pembeli

¥ Asri Wijayanti, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Rejornmiasi, Sinar Grafika,
Jakarta, him. 10.
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sama kedudukannya. Antara keduanya mempunyai kebebasan yang sama untuk
menentukan ada atau tidak adanya perjanjian. Kedudukan antara pengusaha
dengan pekerja adaian tidak sama. Secara yuridis kedudukan buruh adalah bebas,
tetapi secara sosial ekonomis kedudukan buruh adalah tidak bebas.

Pada hakikatnya, kedudukan buruh secara yuridis berdasarkan ketentuan
Pasal 27 UUD 1945 adalah sama dengan majikan. Kenyataannya, secara sosial
ekonomis kedudukan antara buruh dengan majikan adalah tidak sama. Kedudukan
yang tidak sederajat ini mengingat buruh hanya mengandalkan tenaga yang
melekat pada dirinya untuk melaksanakan pekerjaan. Selain itu, majikan sering
menganggap buruh sebagai objek dalam hubungan kerja. Maksudnya majikan
adalah pemilik dari perusahaan itu, sehingga setiap kegiatan tergantung dari
kehendak majikan.

Majikan dapat dengan Icluasa untuk menekan pekerja/buruhnya untuk
bekerja secara maksimal, terkadang melebihi kemampuan kerjanya, contohnya
majikan dapat menetapkan upah hanya maksimal sebanyak upah minimun
provinsi yang ada, tanpa melihat masa kerja dari pekerja itu. Banyak pekeija
dengan masa kerja yang lama tetapi upahnya hanya selisih sedikit lebih besar dari
upah pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun. Majikan tidak
menaikkan upah pekeija meskipun terjadi peningkatan hasil produksi dengan
alasan takut diprotes oleh nerusahaan-perusahaan lain yang sejenis.

Berdasarkan uraian mengenai hakikat hukum ketenagakerjaan di atas maka

menjadi dasar dalam pemberian perlindungan hukum bagi pekerja. Pemberian
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perlindungan hukum bagi pekerja menurut Imam Soepomo meliputi lima bidang

hukuim perburuhan, yaitu :

1. Bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja;
2. Bidang hubungan kerja

3. Bidang kesehatan kerja;

4. Bidang keamanan kerja;

5. Bidang jaminan sosial buruh.”

Bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja, adalah perlindungan hukum
yang dibutuhkan oleh pekerja sebelum ia inenjalani hubungan kerja. Masa ini
sering disebut masa pra penempatan atau pengerahan.

Bidang hubungan kerja, yaitu masa yang dibutuhkan oleh pekerja sejak ia
mengadakan hubungan kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja itu didahului
oleh perjaniian kerja. Perjanjian kerja dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu
atau tanpa batas waktu yang disebut dengan pekerja ietap.

Bidang kesehatan kerja, adalah selama menjalani kubungan kerja yang
merupakan hubungan hukum. pekerja harus mendapat jaminan atas kesehatannya.
Lingkungan keria harus menjamin kesehatan tubuhnya dalam jangka waktu yang
relatif lama.

Bidang keamanan kerja, adalah adanya perlindungan hukum bagi pekerja
atas alat-alat kerja yang dipergunakan oleh pekerja. Dalam waktu relatif singkat

atau lama akan aman dan ada jaminan keselamatan bagi pekerja. Dalam hal ini

? Imam Soepomo, Op. Cit., him. 9.
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negara mewajibkan kepada pengusaha untuk menyediakan alat keamanan kerja
bagi pekerja.

Yang tcrakhir adalah bidang jaminan sosial burun. Telah diundangkan
dalam UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pada tahun
1992, besarnya kompensasi dan batas maksimal yang diakui oleh PT. Jamsostek
dapat dikatakan cukup. Untuk saat ini kompensasi ataupun batas maksiinal upah
vang diakui untuk pembayaran premi jamsostek sudah saatnya dilakukan 1evisi
penyesuaian.

D. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap 7Tenaga Kerja Jika terjadi
Kecelakaan

Dengan meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan
pembangunan nasional di seluruh Indonesia dan semakin meningkatnya
penggunaan teknologi berbagai sektcr yang mengancam keseiamatan, kesehatan
dan kesejahieraan tenaga kerja. sehingga perlu upava peningxatan pzrlindungan
tenaga kerja apabila terjadinya kecelakaan.

Kecelakaan kerja ini bisa mengakibatkan kematian atau cacat tubuh baik
cacat sementara atau cacat tetap. Cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya
fungsi anggeta badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan
hilang atau berkurangnya kemainpuan untuk menjalankan pekcrjaan.

Pengertian kecelakaan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) UU
No. 3 Tahun 1992, yaitu kecelakaan yang terjadi bernubungan dengan hubungan

kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula
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kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju ke tempat
kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atas wajar dilalui.

Dalam Pasal 1 Keputusan Presiden (Keppres) No. 22 Tahun 1993
menyebutkan : “Penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit
yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungar kerja”. Penyakit yang
ditimbulkan akibat kerja yang terjadi pada tenaga keria menjadi tanggung jawab
majikan. Daiam hal ini yang bertanggung jawab adalah majikan dengan
membawa pekerjanya ke rumah sakit, dokter yang memeriksa akan memberikan
keterangan tentang keadaan pasien tersebut”.

Pasal 2 Keputusan Presiden (Keppres) No. 2‘Tahun 1993 menyebutkan
bahwa setiap tenaga kerja yang menderita penyakit yang timbui karena hubungan
kerja berhak mendapat jaminan kecelakaan kerja, baik pada saat masih dalam
hubungan kerja maupun seteleh hubungan kerja beraknir. Pasal 3 Keputusan
Presiden (Keprres) No. 22 Tahkun 1993 menyebutkan : (1) Hak atas jaminan
kecelakaan keria bagi tenaga kerja bagi tenaga kerja yarng hubungan kerjanya
telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan, apabila menurut
hasil pemeriksaan dokter yang merawat penyakit tersebut diakibatkan oieh
pekerjaain selama tenaga kerja yang bersangkutan masih dalam hubungan kerja.
(2) Hak jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dibeiikan, apabila penyakit tersebut timbul dalam waktu paling lama tiga tahun
terhitung sejak hubungan kerja tersebut berakhir.

Untuk mengetahui penyakit yang tiinbul akibat hubungan kerja diatur

dalam Pasal 4 Keputusan Presiden (Keppres) No. 22 tahun 1993 meiiyebutkan




23

bahwa penyakit yang timbul karena hubungan kerja sebagaimana dimaksud

daiam pasal 1, sebagaimana tercanitum dalam lampiran Keputusan Presiden ini.

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan berhak atas jaminan kecelakaan
kerja berupa penggantian biaya yang meliputi sebagai berikut :

a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah
sakit atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada
kecelakaan;

b. Biaya perneriksaan, pengobatan dan perawatan selama di rumah sakit
termasuk rawat jalan;

c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu atau alat ganti bagi tenaga kerja yang
anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.

Suatu perusahaan tidak hanya memberikan santunan yang disebutkan di
atas, tetapi kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja diberikan juga
santuran kerja berupa uang yang meliputi sebagai berikut :

1. Santunan sementara yang tidak mampu bekerja;

2. Santunan cacai sebagian untuk selama-lamanya;

3. Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik atau mental;

4. Santunan kematian.

Pihak perusahaan berkewajiban untuk melaporkan setiap kecelakaan kerja
yang menimpa tenaga kerjanya kepada kanior departemen tenaga kerja dan badan
penyelenggara setempat atau terdekai sebagai laporan kecelakaan kerja dalam
waktu yang tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak

terjadinya kecelakaan.
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Selanjulnya, dijelaskan bahwa pihak pengusaha wajib melaporkan akibat
kecelakaan kerja kepada kantor departemen tenaga kerja dan badan penyelenggara
setempat atau terdekat sebagai laporan kecelakaan kerja dalam waktu tidak lebih
dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam seteclah ada surat keterangan dokter
yang menerangkan bahwa :

1. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;

2. Keadaan cacat sebagian uniuk selama-lamanya,

3. Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;
4. Meninggal dunia.

Laporan yang dikemukakan di atas ini sekaligus merupakan pengajuan
pembayaran jaminan sosial tenaga kerja kepada pihak badan penyelenggara
dengan melaporkan persyaratan sebagai berikut :

{. Frotokopi Kartu peseria;
2. Surai keterangan dokter pemcriksa atau dokter penasekat yang menerarigkan
mengenai tingkat kecelakaan yang diderita tenaga kerja;

1

Kwitansi biaya pengobatan dan pengangkutan;

(¥8)

4. Dokumen pendukung lain yang diperlukan oleh badan penyelenggara.
E. Jaminan Sosizl Tenaga Kerja

Jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara, sebagaimana
tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2). Jaminan sosial diatur dalam Pasal
22 dan 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB (1948), di mana
Indonesia ikut menandatanganinya. Kesadaran teniang pentingnya jaminan

perlindungan sosial terus berkembang,
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Dalam Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1992, yang dimaksud jaminan sosial
tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga keija dalam bentuk santunan
berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau
berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh
tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin hari tua dan meninggal
dunia.

Dengan demikian jaminan sosial tenaga kerja mendidik kemandirian
pekerja, sehingga pekerja tidak harus meminta belas kasihan orang lain jika dalam
hubungan Kerja terjadi resiko seperti kecelakaan kerja, sakit dan hari tua.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992, menetapkan program
Jamsostek yang harus diseienggarakan oleh perusahaan, meliputi Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, den Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan. Undang-Undang Jamsostek imenetapkan bahwa setiap
tenaga Kerja yang mengikat hubungan kerja dengan pikak lain wajib
diikutsertakan dalam program Jamsostek. Tenaga kerja termasuk yang dalam
masa pelatiiian kerja atau magang/PKL dan buruh borongan.

Peraturan pelaksana dari UU No. 3 Tahun 1992 yang nmiemuat pengaturan
lebih lanjut tentang teknis operasional pelaksanaan Jamsostek, pertama sekali
diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1993 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sesial Tenaga Kerja. Peraturan Pemerintah ini
telah direvisi beberapa kali untuk menycsuaikan aturan dengan perkembangan
masyarakat, melalui :

a. PP No. 79 Tahun 1998;
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b. PP No. 83 Tahun 2000;
¢. PP No. 28 Tahun 2002;
d. PP No. 64 Tahun 2005;
e. PP No. 76 Tahun 2007.

Sejarah terbentuknya PT. Jamsostek (Perserc) mengalami proses yang
panjang, dimulai dari UU No. 33 Tahun 1947 jo. UU No. 2 Tahun 1951 tentang
Kecelakaan Kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. 48 Tahun 1952 jo.
PMP No. 8 Tahun 1956 tentang Pengaturan Bantuan untuk Usaha
Penyelenggaraan Kesehatan Burui. PMP No. 15 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No. 5 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No. 14
Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Tenaga Kerja, secara kronologis proses
terbentuknya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangain, baik menyangkut
landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun
1977 diperoieh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi
Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha
swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No. 34
Tahun 1977 tentang pembentukan wadzh penyelenggara ASTEK, yaitu Perum
Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No. 3 Tahun 1992

tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Melalui PP Nomor 36 Tahun
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1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial
Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk
memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan Keluarganya, dengan
memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga
sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat
resiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, pemerintah juga menerbitkan UU No.
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang berhubungan
deiigan Amandemen UUD 1945 dengan perubahan pada Pasal 24 ayat (2), dimana
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengesahkan Amandemen
tersebut. yang kini berbunyi : “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial
bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak
mampu sesvai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat periindungan teisebut
dapat memberikan rasa ainan kepada pekerja schingga dapat lebih berkonsentrasi
dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 99 UU No. 13 Tahun 2003, setiap pekerja
berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Pelaksanaannya diatur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang
dimaksud adalali UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(Jamsostek). Jaininan sosial tenaga kerja yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1992
merupakan hak setiap tenzga kcrja vang sekaligus merupakan kewajiban dari

majikan.
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Ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya
manusia merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan
pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan pelaksanaan UUD
1945. Di samping itu, ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan harkat,
martabat serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan
masyarakat sejahtera, adil dan makmur.

Berdasarkan ketentuan Pasai 100 UU No. 13 Tahun 2003, yaitu untuk
meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha
wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. Penyediaan fasilitas kesejahteraan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan
kebutuhan pekerja’buruh dan ukuran kemampuan perusahaan. Ketentuan
mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesvai dengan kebutihan
pekeija/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebaimana dimaksud dalam
ayat (1) dar ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 UU No. 13 Tahun 2003, yaitu untuk
meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, dibentuk koperasi pekerja/buruh dan
usaha-usaha produktif di perusahaan. Pemerintah, pengusaha dan pekerja’buruh
atau serikat pekerja/serikat buruh berupaya mengembangkan koperasi
pekerja/buruh, dan mengembangkan usaha produktif sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1}. Pembentukan koperasi scbagaimana dimaksud daiam ayat (i),
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya-
upaya untuk mengembangkan koperasi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.



29

Perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan yang
berbentuk program jaminan tenaga kerja yang dicanangkan oleh pemerintah dan
wajib dilaksanakan oleh pengusaha, apabila di dalam pelaksanaannya telah
memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu mempunyai pekerja sebanyak
sepuluh orang atau lebih dan juga mengeluarkan uang untuk menggaji
pekerjaannya sebesar satu juta rupiah untuk setiap bulannya.

Adapun pada dasarnya program jaminan tenaga kerja ini menekankan pada
perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan vang lebih
lemah. Oleh karena itu, pengusaha memiliki tanggung jawab utama dan cecara
moral pengusaha mempunyai kewaiiban untuk meningkatkan perlindungan dan
kesejahteraan tenaga kerja.

Berdasarkan hal di atas, program jaminan sosiai tenaga kerja (Jamsostek)
mempunyai landasan yang berisikan dasar pertimbangan sebagai berikut : bahwa
pada tanggal 17 Februari 1992, telah dikeluarkan UU No. 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Teraga Kerja. Kemudian UU No. 3 Tahun 1992 tersebut
diundangkan dalam Lembaran Negara Tahkun 1992 No. !4 dan penjelasannya
diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3468.

Adapun pertimbangan dari dikeluarkanriya UU No. 3 Tahun 1992 tersebut
antara lain dengan adanya pembangunan nasioral dalam rangka pembanguinan
manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia
seluruhnya, untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil dan

makmur. Untuk mencapai maksud tersebut perlu ditetapkan undang-undang yang

mengatur pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja.



Dasar-dasar hukum program jaminan sosial tenaga kerja teriandasakan

pada :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;

2. UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang
Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk
seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahnn 1951 No. 4);

3. UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai
Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 55, Tambahan Lembaran
Negara No. 2912),

4. UU No. | Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Tambahan Lembaran
Negara No. 2918);

5. UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan

T - | e T T-L.. Q AT ads = heobe - T b ATmosm - NT
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BAB II1

PEMBAIIASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada PT. United Dikositas di

Palembang

Lingkup perlindungan hukum pekerja pada PT. United Dikositas meliputi :

1. Perlindungan Kesehatan

Perusahaan memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan berupa bantuan
pengobatan rawat jalan. Biaya pengobatan sebesar-besarnya 80 % dari
biaya total pengobatan. Hal tersebut berlaku pada keluarga pekerja. Biaya
penggantian tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.

215/Dir.SKD/07.
2. Perlindungan Keselamatan dan Keamanan

Dalam hal mencegah terjadinya suatu kccelakaan kerja, perusahaan
menyediakan alat-alat keselamatan kerja sesuai dengan kebutubannya.
Setiap pekerja diwajibkan menggunakan alat-alat kesclamatan kerja sesuai
dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oieh Regional Manager saat
melakukan proses SOP (Standar Operasional Prosedur). Untuk perawatan
darurat bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja ringan, perusahaan
menyediakan obat-obatan dan alat pertolongan pertama. Untuk keamanan

di kantor, ada petugas keamanan yang ditempatkan di sekitar kantor.
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Perlindungan kenyamanan dan kesejahteraan

Perusahaan membagi upah menjadi dua jenis, yaitu upah pokok dan
tunjangan tetap. Kenaikan upah secara umum akan dilakukan secara
berkala dilakukan setahun sekali dengan mempertimbangkan kinerja
pekerja dan kemampuan perusahaan. Untuk meningkatkan kesejahteraan
pegawai, perusahaan memberikan tunjangan tetap, yaitu tunjangan hari
raya keagamaan dan sumbangan bantuan bagi pekerja yang menikah.
Mengingat  pentingnya keamanan dalam  bekerja, perusahaan
mengikutseriakan seluruh pekerja dalam Program Jamsostek yang meliputi
jaminan kecelakaan Kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian.
Perusahaan memberikan pembebasan dari kewajiban untuk bekeria berupa
istirahat mingguan dan hari libur. Bagi pekerja yang telah bekerja di
perusahaan selama satu tahun berturui-turut tanpa terputus, mendapatkan

hak cuti selarna 12 hari dengan mendapat upah penun.

Dari hasil wawancara dengan Fither selaku karvawan PT. United Dikositas

di Palembang, perlindungan hukum yang diberikan PT. United Dikositas kepada

karyawannya sebagian besar telah dipenuhi. Bapak Ardison selaku atasan juga

mengingatkan kepada setiap karyawannya untuk berhati-hati saat bekerja dan
menjaga diri masing-masing jangan sampai melaiakukan kelalaian saat bekerja

atau dapat mencelakakan diri sendiri saat bekerja.'”

'% Wawancara dengan Fither, karyawan PT. United Dikositas di Palembang, tanggal 20

April 2015.
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PT. United Dikositas melakukan perjanjian kerja dengan karyawannya
melalui sistem kontrak, di mana dalam satu tahun pertama bekerja, karyawan
berhak menandatangaiii surat perjanjian kerja uniuk melanjutkan perpanjarigan

kerja, ini berlaku untuk seluruh karyawan di PT. United Dikositas. Contohnya

(No. .../DIKO-MDN/SPKK/BLN/THN).
B. Hak dan Kewajiban Pekerja Pada PT. United Dikositas

Adapun hak-hak bagi pekerja pada PT. United Dikositas antara lain :

1. Hak atas upah yang adil :

Merupakan penghasilan pekerja dalam bentuk uang yang dibayarkan
secara teratur oleh perusahaan pada tiap-tiap bulan sesuai dengan jenis
pekerjaan atan jabatannya. Upah terdiri dari gaji pukok dan tunjangan

tetap.
2. Hak atas periindungan keamanan dan kesehatan :

Merupakai hal yang penting bagi karyawan karena dalam setiap pekerjaan
memiliki resiko yang dapat membahayakan karyawan sehingga karyawan

wajib mendapatkan asuransi kesehatan dan keselamatan dalam bekerja.

3. Hak untuk diproses hukum secara sah :

Sctiap pekerja harus menjaga, memelihara dan melindungi aset perusahaan

dari kerusakan/kehilangan. Jika hal itu terjadi maka pekerja diberikan hak
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untuk menjawab dan memberikan pembuktian bila tidak merasa bersalah

melalui proses hukum yang adil.
4. Hak untuk diperlakukan secara sama :

Tidak adanya perbedaan antara karyawan satu sama lain baik meliputi,
warna kulit, jenis kelamin, etnis, agama dan semacamnya baik dalam
sikap, perlakuan, gaji maupun peluang jabatan, pelatihan atau pendidikan

yang lebih lanjut.
5. Hak atas rahasia pribadi :

Perusahaan punya hak untuk mengetahui riwayat hidup karyawannya,
tetapi karvawan punya hak untuk dirahasiakan data pribadinya, perusahaan
harus menerima bahwa ada hal-hal iertenitu yang tidak boleh diketahui

oleh perusahaan.
6. Hak kebcbasan suara hati :

Karyawan berhak mcngikuti suara hatinya nienclak, untuk tindakan
tertentu yang dianggapnya tidak baik antara lain, korupsi, memakai uang
perusahaan. menurunkan standar atau produk tertentu untuk menutupi

kecurangan yarg dilakukan perusahaan aiau atasan.

Adapun ketentuan hak pekerja yang diatur daiam UU No. 13 Tahun 2003

tentang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :
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Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa
diskriminasi dari pengusaha. (BAB 111 Pasal 6 )

Pengusaha diiarang mempekerjakan pekerja/ouruh perempuan hamii yang
menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan
kandungannya maupun dirirya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai
dengan pukul 07.00. (BAB X Pasal 76)

Pengusaha yang meripekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib
membayar upah kerja lembur. (BAB X Pasal 78)

Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.
(BAB X Pasal 79)

Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada
pekerja’buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.
(BAB X Pasal 80)

Setiap pekerja/buruh dan keiuarganya berhak untuk memperolen jaininan
sosial tenaga kerja. (BAB X Pasai 99)

Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya,

perigusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. (BAB X Pasal 100)

Berdasarkan analisis data dikeiahui bahwa PT. United Dikositas telah

memberikan fasilitas dalam hal-hal sebagai berikut, antara lain :

1
N

2

o

Menyediakan tempat untuk sholat / ruangan khusus sholat;
Menyediakan kamar mandi;

Menyediakan kendaraan cperasional antar barang;
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Menyediakan kamera CCTV;
Menyediakan petugas keamanan;

Menyediakan P3K.

Adapun menurut Acev selaku karyawan di PT. United Dikositas, haknya

sebagai pekeria telah terpenuhi. Upah pokoknya sebagai sales bisa ditambah

dengan upah insentif sesuai target yang berhasil dicapai. Tempat parkir yang

disediakan oleh perusahaan dijaga oleh petugas keamanan sehingga membuat

pekerja merasa aman.'

1}

Adapun kewajivan pekerja di PT. United Dikositas yang penting diketahui

yaitu :

L:

b~

Setiap pekerja wajib mentaati peraturan atau larangan sesuai dengan
ketentuan dengan perundang-undangan, peraturan pemerintan, perundang-
undangan maupun norma yang berlaku pada umumnya;

Setiap pekerja wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas jatatan dan
tanggung jawabnya;

Setiap pekerja wajib mengikuti dan mematuhi segala petunjuk atau instruksi
yang diberikan atau atasainya atau pimpinan perusahaan yang berwenang
sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;

Setiap pekerja diwajibkan mematuhi/mentaati waktu kerja sesuai dengan

waktu/target yang sudah ditetapkan perusahaan;

" Wawancara dengan Acev, Karyawan PT. United Dikositas di Palembang, tanggal 20

Aprii 2015.
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Setiap pekerja diwajibkan mentaati/memenuhi tata cara absensi yang sudah
ditetapkan perusahaan;

Setiap pekerja diwajibkan mentaati/memenuhi sistem kerja yang sudah
ditetapkan perusahaan;

Setiap pekerja diwajibkan berperilaku jujur dalam menjalankan pekerjaannya,
perjanjian dengan pihak di luar perusahaan harus dilakukan untuk
kepentingan perusahaan;

Setiap pekerja harus melaporkan ke perusahaan jika menerima
pemberian/hadiah berupa apapun dari relasi;

Setiap pekerja diwajibkan berperilaku sopan dan saling mcnghormati baik
terhadap atasan, bawahan maupun sesama pekerja;

Setiap pekerja diwajibkan memelihara dan menjaga barang-barang/alat-aiat
milik perusahaan, atau barang-barang milik pihak lain yang dipercayakan
kepada perusahaan dengan sebaik-baiknya;

Setiap pekerja diwajibkan memelihara dar memegeng tecuh rahasia
perusahaan terhadap orang/pihak vang tidak berkepentingan mengenai segala
hal vang diketahvinya tentang perusahaan;

Setiap pekerja diwajibkan mengadakan pencegahan sementara dan/atau
segara melapor ke atasannya atau pimpinan perusahzan apabila
melihat/mengetahui setiap bahaya yang mengancam atau membahayakan
perusahaan;

Setiap pekerja diwajibkan memeriksa atau memakai dan meme!ihara semua

alat kerja demi keselamatan kerja masing-masing. Hal tersebut dilakukan baik
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sebelum mulai kerja atau akan meninggalkan pekerjaan, sehingga dapat
menghindari timbulnya kerusakan/bahaya untuk keselamatan pekerja maupun
rekan lainnya;

14, Setiap pekerja diwajibkan menjaga kebersihan, keindahan dan keamanan
serta kenyamanan di lingkungan kerjanya masing-masing;

15. Setiap pekerja diwajibkan meiaporkan ke perﬁsahaan apabila ada perubahan
data-data pribadi, keluarga, alamat pekerja dan sebagainya;

16. Setiap pekerja wajib mengikuti syarat-syarat dalam penampilan, yaitu :

a. Setiap pekerja yang diberikan seragam perusahaan wajib tanpa terkecuali
uniuk menggunakan seragam dengan segala kelengkapan yang telah
diberikan perusahaan;

b. Pakaian scragam adalah milik perusahaan yang harus dirawat dengan baik
dan dikembalikan ke perusahaan saat pekerja tidak bekerja lagi di

perusahaan;

c. Pekerja yang tidak mendapatkan pakaian seragam, diliaruskan memakai
pakaian yang berkerah yang pantas untuk bekerja;
d. Untuk pekerja pria rambut harus terpotong pendek rapih, tidak

diperbolehkan untuk memilixi rambut hingga panjang.

Kewajiban karyawan pada PT. United Dikositas di Palembang menurut

Ari selaku karyawan pada PT. United Dikositas di Palembang anrtara lain adalah :

1. Bekerja saat jam kerja;

2. Disiplin datang tepat waktu;
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3. Hormat menghormati sesama karyawan laki-laki dan perempuan;

4. Mematuhi perintah atasan yang sesuai dengan ketentuan bekerja;

5. Menjaga nama baik PT. United Dikositas;

6. Beristirahat pada waktu istirahat, menjaga kebersihan tempat kerja di PT.
United Dikositas;

7. Berpenampilan dan berpakaian sopan.'®

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ardison sebagai Regional Manager
PT. United Dikositas di Palembang, kewajiban pekerja telah terpenuhi, biia ada
pekerja yang melakukan tindak pidana seperti sales yang memakai uang
perusahaan maka akan dipecat dan dilaporkan ke pihak berwajib bila sales

tersebut tidak bisa mengembalikan uang itu.'”

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2002
ientang Ketenagakerjaan berkaitan dengar hak-hak pekerja yang harus dipenuhi
oleh PT. United Dikositas dan kewajiban pekerja terhadap perusahaan, menuiut
peneliti bahwa ketentuan-ketentuan tcrsebut telah terpenuhi oleh masing-masing

pihak.

'? Wawancara dengan Ari, Karyawan PT. United Dikositas' tanggal 20 April 2015.
'Y Wawancara dengan Bapak Ardison, Regional Manager PT. United Dikositas di

Palembang, tanggal 20 April 2015.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dari bab III dapat diambil kesimpulan dan saran

sebagai berikut :

A.

1.

Kesimpulan

Bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pekerja pada PT. United Dikositas
telah dipenuhi oleh perusahaan dan sesuai dengan UU. No 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan yang meliputi kesehatan, keselamatan keamanan,
dan kenyamanan kesejahteraan.

Hak dan kewajiban pekerja pada PT. United Dikositas di Palembang, antara
lain sebagai berikut : hak atas upah yang adil, hak atas perlindungan
keamanan dan kesehatan, hak untuk diperlakukan secara umum, hak untuk
diperlakukan secara sama, hak atas rahasia pribadi, kewajiban ketaatan,
kewajiban berperilaku jujur, kewajiban berperilaku sopan, kewajiban
memegang teguh rahasia perusahaan, kewajiban menjaga keberhasilan,
keindahan dan keamanan serta kenyamanan lingkungan kerja.

Saran

Ada baiknya karyawan diberdayakan potensinya melalui pendidikan pelatihan
(diklat).

Perusahaan diharapkan untuk tetap menjaga agar hak dan kewajiban tetap

seimbang supaya tercipta hubungan kerja yang baik. Bila perlu ditingkatkan
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lagi dalam hal perlindungan bagi pekerja agar meningkatkan kesejahteraan
bagi pekerja dan keluarganya.

Perusahaan diharapkan untuk meningkatkan penjagaan di kantor dengan
menambah jumlah petugas keamanan dan CCTV. Hal ini dilakukan bukan

hanya untuk menjaga pekerja tetapi juga demi pengamanan kantor.
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Assalamu’alaikum wr.wb.
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Untuk mengadakan penelitian di.
PT. UNITED DIKOSITAS PALEMBANG.
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tersebut sudah terpenuhi menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?

BABI1 PENDAHULUAN
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Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Palembang, 22 September 2014

Pemohon,

<
a

[z

Elsy

%omendam PA. Ybs : dl)/ /qu)’* W (? vuten ey m

H.He

Pem%n bing Akademik
L

4

SH., M.Hum



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elsy
Nim : 502011 277
Program Studi : [lmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa :

L Benar skripsi yang saya buat dengan judul, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja
Pada PT.United Diko Sitas di Palembang, merupakan hasil karya orisinil saya sendiri
dan bukan hasil tulisan lain dan belum pernah dipublikasikan baik dalam lingkungan
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Tinggi atau lembaga lain.

2. Benar skripsi yang sava buat sesuai dengan arahan atau bimbingan yang diberikan
oleh pembimbing saya.

3. Apabila terbukti dikemudian hari pernyataan pada angka 1 dan 2 tidak benar, maka
saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah
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Universitas Muhammadiyah Palembang. '

Palembang, 22 september 2014
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